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Alfitri, Ekenomi Politik

EKONOMI POLITIK:
TEORI LIBERAL VERSUS TEORI RADIKAL
P ad

Dr. ALFITR{, M.Si.!
Dosen Jurusar Sosiologi FISIP Universitas Sriwijaya

ABSTRACY

Political economic analysis focusing on how to understand the econoiric patadigm
which substantially describes the growth and equity kinked with the political
paradigm that describes the achievement and the distribution of power. Dialectic
theory has spawned a strong influence in the development of science, especially
political economy approach in influencing state policy, as output in overcoming the
various problems facing the couniry, including strategic issues. One appiication of
the new political economy, especially by public choice perspective is the study
Samuel L. Popkin who want to bridge the thinking of neoclassical economists to be

applied in nonmarket contexts.
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A.T'_(Tl—‘;i;c:rl'nf‘iﬂk01|omi Politik
Kajian ekonomi politik adalah
studi  tentang  teori  sosial  dan
keterbelakangan yaitu mengacu pada
masalah  dasar  dalam teori sosial:
hubungan antara politik dan ekoaomi.
Pada  awalnya  ekonomi  politik
dimaksudkan uniuk memberikan saran
mengenai berbagai masalah ekonemi
kepada penyelenggara negara, namun
dalam perkembfngan selanjutnya lebih
diartikan scbz;-gai analisis ekcnomi
terhadap proses politik (Deliamov,
2006:8).  Analisis ekonomi politik
menckankan pada bagaimana
memahami paradigma ekonomi yang
secara substansi menjelaskan tentang
pertumbuhan dan pemerataan dikaitkan
dengan  paradigma  politik  yang
menjelaskan tentang pencapaian dan
distribusi kekuasaan.
2 Penggabungan analisis politik
dalam kajian ekonomi dan analisis

£konomi dalam kajian politik saat ini

sangat  diperlukan,  sebab  dengan
berbekal ilmu ekonomi atau ilmu
politik saja, sering menemui kesulitan
dalam menjelaskan berbagai gejaia dan
masalah  yang dihadapi. Misalnya
masalal  kemiskinan yang dihadapi
oleh suatu negara ternyata tidak dapat
diatasi melalui pendekatan ekonomi
semata, namun terkait juga dengan
politik dan hukum, bahkan juga dengan
budaya dan agama. Hal ini berarti
memadukan dua pendekatan: ekonomi
politik adafah untuk mencar solusi
yang tepat dalam menghadapi berbagai
persoalan vang  mengemuka  di
masyarakat  melalui pendekatan
multidimensional yakni ekonomi dan
politik.

Bagaimana hubungan antara
ckonomi dan politik sangat jelas
terlihat pada saat Indonesia dan negara-
negara Asia ditimpa krisis tahun
1997/1998. Krisis yang Ziipicu oleh

masalah moneter berubah menjadi

Jumal PPKn & Hukum_
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krisis ekonomi yang bercampur baui
dengan krisis politik dan moral, karena
implikasi dari kesis ekonomi tidak
berhenti pada kesulitan ekonomi yang
melanda semaa lapisan masyarakat
dalam upaya pemenuhan  kebutuhan
hidup, namen yang justru lebih
menarik adalah keruntuhan suatu rejim
politik akibat keterpurukan ekonomi.
Jika kasus Indonesia diambil sebagai
contoh, menjadi sangat jeias jika krisis
ekonomi yang melanda negara temyata
memicu  kerusuhan  sosial  yang
menuntut ketidakberhasilan pemerintah
itu dengan sebuah implikasi politik
“menurunkan rejim yang memeriniah
(Soeharto) saat itu” dari panggung
politik negara melalui  gerakan
reformasi.

Gelombang reformasi ini adalah
sebuah  gerakan yang menuntut
perubahan sisiem ekonomi dan sistem
politik vang dituduh sebagai biang

krisis. Krisis yang dihadapi oleh bangsa

indonesia pada saat ifu Gdak seraia-
mata disebabkun faktor ekonomi. wiapi
dipengaruhi juga oleh dimensi lan
sepertt politik dan hukum. Dimeast
politik dan hukum 1t berkaitan dengan
kekuasaan otostier dan
ketidakberdayaan hukum, sehingga
merambah ke ranzh ekonomi yang
dibukikan pada menurunaya investasi
dan produksi. Gejala ini justru memica
perlawanan rakyat yang dipelopori cich
kelas menengah yang menuntut adanya
perubahan politik dalam: waktu yang
singkat, sehingga pilihan reformasi
dianggap dapat menyelesaikan
persoalan. Jadi analisis ekonorni politik
adalah sebuah piithan rasional yang
dapat dijadikan alat melakukan studi
terhadap perr;qasaiahan komipleks yang
dihadapi secara multidimens}. Dimensi
ekonomi yang menckankan pada
pertumbuhan dan pembangunan akan
selalu berkaitan dengan dimensi politik

tentang kekuasaan.

Yol.5, No.2 Oktober 2010
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T ————
Pada satu sjs pemenumbuhan

ekonomi  mengacy kepada proses

peningkatan produksi barang dan jasa
>~
dalam kegiatan ekonomi masyarakai.
Paham pertumbuhan digunakan dalam
teori dingrnika sebagaimana
dikembangkan oleh pemikir Neo-
Keynes dan Nec-Klasik, sedangkan
pembangunan ekonom;j memiliki arti
yang jauh lebih luas dan mencakup
perubahan  pada

susunan  ekonomi

secara menyeluruh

masyarakatg
(Damanhurif 2010:2-3), Pembangunan
merupakan proses transformasi yang
dalam perjalanan wakty ditandai oleh
perubahan’ strukturat, Yaitu peruabahan
Pada landasan ekonomj maupun pada
kerangka susunan ekonomi masyarakat
Yang bérsangkutan.

Pada sisi politik  berkaitan
dengan penyelenggaraan negara yang
berimplikasi pada produk kebijakan
negara.  Kebijakan

Negara adalah

sebuah keputusan politik yang dibuat

Jumnal PPKn & Hukum

'Rﬁ-a;kan makani.-s;x—lg_pzﬁtik agar
roda pembangunan dapat  berjalan
sesuai dengan koridor politik. Artinva
muara

kebijakan  ekonomj yang

dilakukan ofeh negara adalah suaty

produk  politik  untuk mengatur
ketertiban  sosial dalam  rangka

mencapai tingkat kesejahateran yang
lebih baik. Oleh karena itu kebijakan
negara  yang menyangkut  dimensij
ckonomi dan politik seialu berkaitan
dengan ideologi yang berkembang di
dunia yang selajyj diwamai oleh
pertarungan dua kubu teori yaitu kubu
liberal dan kubu radikal. Pertarungan
i tidak hanya menyangkut
perdebatan teori secarg akademik tetapi
seringkali menjadi pertarungan praksis
yang menjadi  sentral penentuan

kebijakan negara dalam menjalankan ,
pemerintahan. Hal inj berarti ada

ideologi yang bekerja secara abstraks

yang mengatur dan membimbing suatu

negara  dalam  menentukap pilihan

Vol.5, No.2 Oktober éezm
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praksisnya. Hal imilah menjadi ranah
pertarungan antara negara maju dan
negara berkembang sebagai sebuah
pergolakan yaﬁg tiada habisnya. Sejak
jaman renaisance, yang melahirkan
faham liberal 4di benua Eropa telah
mendorong  munculnya  penjajahan

negara emprialis terhadap negara yang

dianggap tidak bertuan, sehingga
konsep kolontalisme menjadi
pembenaran  terhadap  eksploitasi

sumberdaya alam dan sumber daya
manusia yang menjadi penyebab utama
keterbelakangan di negara dunia ketiga,
dan sebaliknya menjadi ladang bagi
uniuk  mencapai

negara  Eropa

kemajuan dan kemakmuran rakyatnya.

B. Pendekatan Teori Liberal
Teori liberai. merupakan  teori
yang éangat dominan dalam mewamai
pembangunan ekonomi di dunia.
Peletak dasar teori liberal antara lain

Adam Smith, David Ricardo, T.R.

Malthus dan kemudian cikembangkun
tebih fanjut oleh para pengikuinva
sepetti W.W. Rostow, Harcld dun
Dommar, serta lainnya.

Teori liberal sebenarnya bermula

Smith dari madzhab klasik. salah satu
adalah  harus  ada
kebebasan bagi setiap individu untuk
bertindak  berdasarkan kepentingan
dirinya seadiri. Pemerintah tidak perla
melakukanintervensi terhadap jalanonva
sebuah perekonomian. Menurut Smaith,
akan ada sebuah kekuatan (nvisible
handy yang akap mengatur sebuah
perekonomian  berjalan  lancar dan
sehat. Dalam konteks ekonoms politik
dan pembangunan, ‘mcnumt ieorl
liberal, keterbelekangan identik dengan
ketertinggalan. Ketertinggalan tersebut
dapat dikejar dengan strategi tertentu
dan daiam waktu tententu.

Ada dua strategi besar yang

liberal,

ditawarkan oleh teori

Jumal PPKn & Hakum
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(Damachuri, 2010:14) yaitu: ) High
Economic Growth, vaitu strategi yang
fokus pada pertumbuhan ekonomi yang
tinggi saja. Pemerataan akan tercapai
dengan sendirinya  serta berjalan
beriringan m'engikuti pertumbunan
ekonomi yang ada. Menurut pandangan
ini, pertumbuhan yang tinggi akan
menimbulkan tetesan ke bawah bagi
masyarakat (zricle down eﬁ"ect;,'x, 2)
Intemational Free Trade, diharapkan
terjadi ‘transfe( of capital, fechnology
and know ho:v dari negara maju ke
negara  sedang berkembang melalu;
perusahaan multinasional, Keberadaan
perdagangan-  bebas internasional
diharapkan mampa  meningkatkan
efisiensi dari industr lokal sehingga
mampu be;saing dalam pasar global.
Secara garis besar ada tiga ciri
mendasar teori liberal sebagaimana
yang dirumuskan oleh Damanhuri
(2010:15-16)  yaitu: 1) Pengakuan
terhadap hak-hak pribadi, Yaitu setiap

Jurnal PPKn & Hukum )
—_—

individu~ diberi  kebebasan  smiik

memiliki sekaligus mengelcla
sumberdaya ekonomi untuk

kepentingan mereka, Pengakuan luas
terhadap hal-hak pribadi dapat dilihat
dari pemilikan alat produksi di tangan
pererangan., 2) perckonomi  diaur
menurut mekanisme pasar, yang berarti
campur tangan pemerintah seminimal
mungkin, karenu ada tangan yang tidak
kelihatan (invisible hand) yang akan
- membawa  perekonomi ke arah
keseimbangan. Jika terjadi  banyak
campur tangan pemerintah, pasar Justru
mengalami  distorsi yang  akan

membawa perckonomian - pada
inefisiensi dan ketidakseimbangan., 3)
Motif penggerak roda perekonomian
adalah  motif ~ laba, dalam arti
mementingkan  diri  sendin dan
memperhatikan kepentingan orang lai;'n.
Menurat J.S. Mill, orang bisa saja

bersaing di sektor produksi d#n bersifat

sosial di bidang distribusj pendapatan.

— §
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Beberapa contoh teori hiberal
seperti teori “lingkar setan kemiskinar”™
Begnar Nurkse. teori pertumbuhan
ekonomi lewat perdagangan
internasional, icoti neoliberal dan teon
“lepus Iandas’j dari W.W. Rostow.
Teori tersebut meneckankan pada faktor
internal seperti pertumbuhan ekonomi,
ekonomi pasar, pembentuikan modal
dan industrialisasi di daerah. Hal ini
sangat berbanding terbalik jika dikaji
melalui  teori radikal yang lebih

cenderung pada faktor eksternal. Teori

radikal mengkritik dengan menyatakan

bahwa pembangunan kapitalis
bukanlah pembangunan yang
sebenarnnya.

C. Pendekatan Teori Radikal
Teori radikal muncul sebagai
kritik terhadap teori liberal. Menurut
pandangan ieori radikal, pembangunan
kapitalis bukanlah pembangﬁnan yang

sebenamya, melainkan hanya sebagai

suatu tahap perkembangan sosial saja,
yang nanii akan berakhir lewat suatu
revelusi sosial untuk menghancurkan
sistern kapitalis ity sendin (Damanhusn,
2010:41). Menurut Swasono, (dalam
Deliarnov, 2006:77), teon radikal atau
teori strukturalis adalah paham yang
menolak ketimpangan «  struktural
sebagai sumber ketidakadilan sostal-
ekonomi, sebagaimana dianui oich
Neoklasik yang dilandaskan pada
prinsip kepentingan pribadi,
mekanisme pasar bebas, persaingan
ketat, dan pengutamaan pertumbuhan
dibanding pemerataan. Lebih lanjut
dikatakan bahwa strukturalisme
berorientasi pada struktunisasi dan
restrukturisasi ekenormi disertai
intervensi dan pengontroian
mekanisme pasar seﬁingga tidak saja
menghasilkan “nilai tambah ekono;rni”v .
tetapi juga nilai tambah “sosiokultural”
yang menjangkau makna paﬁiﬂ'pgsi,

dan emansipasi kemartabataa.

Jurnal PPKn & Hukum
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Secara umum umaupa
kritikan yang dikemukakan oleh para
pengusung  teori radikal (marxisme-
komunisme)* terhadap teori libery]
Kapitalisme, yaitu (Damanhug,
2010:42): 1) ‘ keterbelakangan yang
terjadi di negara dunia ketiga akibas
¢kspansi  kapitalisime. Ekspansi  ini
berbentuk imperialisme atau
kolonialisme yang terjadi sebelum
perang dunia 11 dan .da!am bentuk neo-
®
kolonialisme dan neo-imperlialisme .,
2) proses pemi;kinan dan proletarisasi
massa terjadi di negara dunia ketiga
akibat penghisapan oleh kéum borjuis
melalui transfer nilai surplus produksi
dari proses kapitalisasi kaum kapitalis.,
3) proses ketergantungan permanen
dalam  hal modal dap teknologi

-

? Istilah ekonomi politik yang digunakan dalam
teori Marxian tidak mervjuk pada pemikiran
tentang hubungan ekonomi dengan politik,
melainkan merujuk pada sebuah cara berfikir
tentang perekonomian yang didasarkan pada
metode dan teori dari pemikir ekonomi klasik
terutama- Adam Smith dan David Ricardo.
Metode ini menckankan pada ide bahwa
perekonomian pasar bekerja menuree prinsip
yang  reproduksi dan ekspansi  sistem
kcsalingterganmngan material  antar orang
(pembagian kerja sosial) (Caporaso, 2008- 1243

dmljg‘ﬂ:ml“(} ncgga-_metropoiis
(pusat  kapitalis  dunia) yang secara
lerus-menecus mempertahankan
hegemoni  dan supremasi ckonomi,
politk, dan militer terhadap negara
pinggiran (pheripheries).

Ciri-cin  teod radikal dapat
digambarkan pada teori Marxisme-
Komunisme yang menjadi dasar
pembangunan sasialisme-komunis,
yaitu: 1) lebif mengutamakan rasa
kebersamaan atau  kolektivisme.
Menurut padangan teori ini, harta dan
alat produksi adalah milik semua, yang
bisa didistribusi untuk kepentingan
bersama . sesuai dengan kebutuhan
masing-masing, 2) lebih mementingkan
unsur kooperatif daripada motif laba
atau  kepentingan pribadi. Dj sini
pemerintah  membatasj para individu
sesuai dengan keinginannya masing-
masing. 3) Adanya campur tangan

pemerintah yang sangat kuat thulai dari

Jurnal PPKn & Hukum
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tahap perencanaan, tahap pelaksanaan
dan tahap pengawasan.

Teori Sosialisme-Demokrat
adalah teori yang mendasari adanya
pembangunan “medel negara
kesejahteraan” (welfare state model)
dengan ciri-ciri sebagai berikut: 1}
Adanya senkat buruh yang kuat,
mampu menghadapi kaem pemilik
modal, yang membuat buruh memiliki
bargaining yang kuat di hadapan para
pemilik modal. Dengan demikian
kesejahteraan mercka menjadi terjaga
dan terhindar dari eksploitasi yang
berlebihan dar kaum pemilik modal.,
2) pembentukan sistem jaminan sosial
untuk seluruh penduduk mencakup
berbagai jaminan sosial {(kesehatan dan
pendidikan gratis}, pendapatan
minimum, kecelakaan kerja dan
pensiun., 3) penerapan pajak progresif
bagi peruusahaan dan perorangan
sebagai instrumen penciptaan

Pemerataan pendapatan., 4} gerakan

Koperasi  sebagal  instrumen bagi

masyarakat menengah ke bawsh untuk

mengorganisasikan pemberdayaan
ekonominys demt Kesejahteraan

mereka sendiri. 5) peran negara dan
pasar berjalan seimbang besama-sama
menjadi instrumen untuk
mensejahterakan  masyarakat secara
keseluruhan.

Beberapa contoh pendekatan
teori liberal yaitu: 1) teori surplus
values, 2) teont dependensia (seo-
marxisme), 3). teori  sosialisrae-
demokrat, 4) teori imprialisme atau
nec-imprialisme.

Dari dua pendekatan teori liberal
dan teori radikal, dapat dilihat berang
merahnya dalam sistem ekonomi yang
mencakup keseluruhan proses akiivitas
masyarakat dalam upaya mengatasi
masalab ckonomi sekaligus mencapai
tujitan ekonomi, sosiai, dan politik.
Menurut Gregory & Stuat (dalam

Deliamov, 2006:4), sistem ekonemi

Jurnal PPKn & Hukum
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mencakup mekanisme, pengaturan
organisasi, dan aturan yang membuaj
dan melaksanakan keputusan tentang
alokasi sumber daya yang terbatas
Jjumlahnya.

Klasifikasi pertama, organisas:
pengambilan keputusan, suatu
perekonomian  disebut terpusat  jika
keputusan ekonorni ditentukan oleh
level yang lebih tnggi (negara dan
otoritas pusat) sebaliknya jika disebut
[crdesentralisaéi, keputusan ekonomi
lebih banyak dilaksanakan oleh level
dan unit ekonomi yang lebih rendah
(rumah  tangga  dan perusahaan
individu)  yang relatif bebas dari
otoritas pusat.

Klasifikasi kedua, yaitu
mekanisme penyebaran informasi dan
koordinasi keputusan ekonomi, apabila
keputusan dilaksanakan sesuai
intstruksi atav komando dad suatu
badan pemerintah. Suatu  sistem

ekonomi disebut sistem pasar jika

penyebaran iaformasi dan koordinasi
keputusan ekonomi melalui mekanisme
pasar berdasarkan kekuatan permintaan
dan penawaran tanpa ada campur
tangan pem;rimah.

Klasifikasi ketiga tentang hak
pemilikan kekayaan produktiz, yaitu
yang dimiliki oleh privat, seperti yang
dijompai  dalam  sistem kapitalisme,
dimiliki publik (negara) dan mikk
kolektif atau kooperatif. Di nega'}a
komunis seperti negara bekas Ur:i
Soviet, umumnya kekayaan produktif
adalah milik negara, tetapi di negara
yang vang lebih lunak seperti
Hongaria, kekayaan kolektif
merupakan milik kolektif.

Klasifikasi  sistem  inseniif
digunakan materi dan moral. Dalam
ekonomi pasar lebih banyak digunakén
insentif ekonomi, sedangkan dalam
sistem perencanaan, selain insentif
materi juga digunakan inse;xtif moral.

Dalam kerangka pemikiran Marx, balas
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jasa materi masih perlu digunakan pada
tahap awal sosialisme. Akan tetapi
pada tahap yang iebih  tinggi, &
komunisme, di mana orang sudah

hidup secara berlimpah. maka secara

berangsur-angsur

insentf maisri

digantikan oleh insentif morai. Secara
konseptual, klasifikasi sisiern ekonomi

dapat dilihat pada tabel 1 berikut fai.

Tabe! 1. Klasifikasi Sistem ekonomi

Organisasi pengaturan | Lebih terdesentraiisasi
i peagambilan keputusan

iebih rerdesentralisa Lebih terpusat

informasi & koordinasi | pasar

Mekanisme penyebaran | Lebih ditentukan cich

Lebih ditentukan oleh | Dominan
pasar

Pemilikan kekayaan Dominan privat
Produktif

Dominan negara Dominan negara

dan/atau kolektif

Dominan materi

Sistem insentif
A

Maieri & morai Materi & moral

Sumber: Gregory & Stuart dalam Deliamov, 2006.

D. Pertarungan Teori Liberal

dan Radikal

Secara konvensional, ada dua
kutub sistem ekonomi politik yaitu
sislem  kapitalisme dan  sistem
sosialisme. Pembagian anatomis ini
dapat dilakukan berdasarkan sifat-sifat
dasar dari sistem tersebut, terutama
sifat dari mekanisme pasar, insentif
pendirian badan usaha dan motif
mencari keuntungan. Sistem
kapitalisme mengakomodasi sifat dasar

tersebut  sehingga peranan institusi

pasar dan swasta dominan. Sebaliknya,
sistemn sosialisme lebih mementingkan
negara, tetapi memberikan ruang gerak
yang amat sedikit terhadap ipstitusi
pasar, ada motif mencari keuntungan,
dan  peranan swasta  (Rachbini,
2004:11).

Di dalam sistem kapitalisme,
pemiliken - (ownership) terletak di
tangan individu yang digunakan untuk
tujuannya sendid  yzkni  mencari
keuntungan. Individu juga dapat

mengambil inisiatif membentuk dan
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mengembangkan  perusahaan, baik

dilakukan  secara partaership  atau
korporasi. Peranan pemerintah hanya
terbatas untuk melakukan kontrol dan
mengikuti perkembangannya agar tidak
terjadi kegagalan pasar. Kesenjangan
distribusi pendapatan adalah salah satu
kelemahan di  dalam  pertumbuhan
ekonomi yang tidak merata di dalam
sistem  kapitalisme.  Pertumbuhan
ekonomi mungkin hanya dinikmati
kelompok pemilik modal besar yang

muncul  sebagai pemenang dalam

persaingan pasar. Sementara, kelompck

ckonomi lemah

tertinggal, bahkan
tersingkir karena tidak mampu bersaing
dengan skala usaha besar yang sangat
efisien d_ari kelompok ekonomi kuat
(Rachbini, 2006:15).

Di dalam sistem ekonomi
sosialisme, keiompok industri dasar
dan sumber " daya Yang menyangkut
kepentingan rakyat banyak dimiliki

oleh negara. Sisanya menjadi  milik

Jumnal PPKn & Hukum

individu  dan  diusahakan  secsra
perorangan melalui badan usaha yang
ada. Insentif bersifat sangat ierbatas

dan  tidak  bebas

seperti  negara
kapitalisme. Akitivitas produksi
berimotifkan fakio;' ekonomi  dan
ronekonomi. Sementara mekanisme

berlakunya harga komoditi banyak
dipengaruhi cleh aturan pemerintah dan

sedifait  sekali  pengaruh  hukum

permint&aé dan penawaran. Di sini
peranan pemerintah cukup besar,
terutama sektor produksi strategis yang
merupakar  tumpuan  masyarakat
banyak. {‘\da kompetisi pasar sepanjang
pemerintah  membiarkannya terhadap

pasar komoditi

tertentu  {(Rachbini,

2006:18).

Pertarungan  kedua  sistem

ekonomi ini tidak terlepas  dan

substansi teori liberal dan teori radikal
yang menjadi ruh masing-masing

pendekatan. Dialektika teori telah

melahirkan pengaruh kuat dalam
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7

perkembangan  ilmu  pengetahuan,

terutama pendekatan ekonomi politik

masalah pembangunan baik di negara

maju maupun negara dunia ketiga,

dalam  ®®mpengarchi  kebijakan kedua
negara, scbagai  owpur  dalam
mengatasi berbagal masalah  vang

dihadapi negara, termasuk masalah

strategis. Oleh  karena

. E{n o
aplikasi feeri, ysng menuntut soiusi

itu  dalam

ideologi

teori, seperti
perbandingan  teori

kelebihan dan

perikut ini. :

Tabei 2. Perbandingan Teori Liberal-Teori Radikal

tersebut

saling

emberikan warna dalam benak kiitik
yang tergambar dalarn
ditinjau ari

kelemahan tabel 2

slemaha s :
Memberi ruang individu Bias tethadap pengalaman K,:;‘nkk; {te«{n! " zzl:;:pa. -
rperil; i if, jar: radikal: siste; '
Uﬂliﬂf be e e ckonomi hiberal | revolusi karang
S s pada dasamnya mempertimban
busuk dari gkan kondisi
dalam struktural dan
kultural NSB
Menckankan prinsip Pondekatun linear, Konsen Kc;x;x:;n;,
efisiensi, efektivitas, clean & penyeragaman, dan terhadap 2 mam_mam
i governance homogenisasi dalam rekayasa | pervajudan o .
prans i sosekopol pemerataan dan | karena
keadilan perbedaan )
konteks historis
Menekankan pada Menghancurkan ailai lokal, Mcmbcq NS}Z r}x}a;:gu
persiangaa, knalitas tinggi, tradisional, peran agama, dan msg;irfns; i 1:1;:;; ;‘ =
iki i arga luas aikan dalam | keter T
pemikirar, dan aksi keluarga luas g i s s
yang makin negara maju
Memberi ikiim Kurang apresiasi prinsip Me.njeiaslf?n
1S€ jasama & saling percays persepekti
?enlg(embang:m risct dan kerjasan: saling percay e e
aa metabedah
kelemahan dzn
menyusun
agenda
perbaikan
_Mcnjamin kebebasan, Over optimistik dalam
pluralitas, das supremasi peramalan ekonomi maupun
hukum, regulasi dae politik
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konsisten dengan preferensi publik.
Ketika  keputusan  dibuat  dalam
kelompck l;;wal prosedur demokratis,
tidak akan dengan sendirinya muncul
sebuah fungst kesejahteraan sosial yang
mengekspresﬂgan preferensi
kolektivitas sebagai suatu keseluruhan
dan  sesuai  demgan  persyaratan
konsistensi  yang  dibuat  untuk
perangkingan  preferensi  individu.
Penjelasan pilihan rasional bisa gagal
pada level si;stem politik, baik karena
agen kolektif tidak bertindak rasional
atau karena ide tentang ‘rasional untuk
kolektivitas itu sendiri tidak utuh.

Ada beberapa implikasi bagi
penerapan  pilihan publik, pertama,
periu reformasi kelembagaan publik,
yaitu reformasi aturan dan kerangka
dasar d: mana proses dan pengambilan
keputusan berlangsung, kedua, perlu
desentralisasi kekuasaan dan
kewenangan politik, sebab tatanan

seperti transaksi pasar dipandang lebih

baik  dibanding tatanan dominasi
kekuasaan, ketiga perlu dilakukan
reorganisast  aiuran  perdagangan,
kontrak, dan persetujuan.

Salah satu aplikasi ekonomi
politik  baru, khususnya menuiut
perspektif pﬂihar; publik adalah hasil
studi Amuel L. Popkin yang ingin
menjembatani pemikiran para zhli
ekonomi necklasitk untuk diterapkan
dalam konteks nonpasar. Menurut
Popkin, aliran ekonomi moral keliru
baik dalam peaggambaran masyarakat
petani  prakolonial maupun dalam
analisis tanggapan petani terhadap
kapitalisme.  Aliran  ini  keliru
membayangkan sifat revolusi petani
dan menyesatkan para pembuat
kebijakan (Staniland, 2003:60).

Popkin mengklaim bahwa teori
pengambilan keputusan individual pada
pedesaan, dapat mulai mengembangkan
sebuah pemahaman dedukeif tentang

institusi petani dan menggerakkan
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analisis mundur satu langkah ke tingkat
individu. Dengan menggunakan konsep
pilihan dag pengambilan keputusan
individual, dia mecmbanas bagaimana

dan mengapa kelompok individuai

memuiuskan untuk mengadopsi
beberapa  kumpulan norma  sambi
menolak  yang lain. Tabsi benkut

raenggambarken  perbedaan  petani

ekonomt moral dengan petani rastonal.

G . . e sy Bact Y
Tabel 4. Perbedaan Petani Ekonom: Moral dengan Petani Rasional

conaini Moral =

Pertanian Subsisten Mudern

| Landasan Aksi Emosional ) Rasioral ]
Orientast Ke dalam Ke dalan.x dan ke lusr -
Prinsip Usaha Mengutamakan keselamatan | Memaksimalian keuntungen

Sikap terhadap Resiko

Enggan mengambil Resiko Berani mengatnbii Resiko

Sikap terhadap Inovasi
baru

Enggan menerapkan inovasi | Berani menerapkae Inovasi

7ang diutamakan

Kepentingan Kolekiif e

K&penii?lgan Individu

Sumber: Deliamov, 2006.

Hasil penelitian Popkin di
Vietnam membuat kesimpulan yang
bersifat antitesis terhadap pandangan
Scoit sebagai pelopor ekonomi moral.
Kalau Scott mengatakan bahwa petani
di Asia Tenggara memiliki sikap lebih
mengutamakan keselamatan dibanding
memperoleh laba maksimum serta
berorientasi pada kelompok, Popkin
justru berpendapat peani tradisional

termotivasi uatuk mendapatkan

keuntungan pribadi, bukan kelompok.
Temuan i juga  merupakan
perarungan  ideologi  liberal  dam
sosiglisme  yang temmvaia  juga
diperdebatkan oleh Popkin dan Scott.
Yang menarik dari kajian Scott dan

Popkin adalah persiagungan
permasalahan  yang dihadapi  petani
Indonesia yang sebagian besar masih

diliputi oleh penyakit kemiskinan.

Kajian ekonomi politik akam dapat
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memberikan jawaban, apakah
kemiskinan petani disebabkan oleh
prilaku petani, atau ada faktor lain yang
membelenggu lingkaran setain

kemiskinan petani.

F. Problem Empiris Ekenomi

Pelitik Indonesia

Masalah dan tantangan
ekonomi politik dapat di eksplorasi
menjadi beberapa pokok pikiran, yaitu:
1) globalisasé’ menuntut negara ssdang
berkembang untuk mengeiar
ketertinggalan dengan- negara maju,
baik dari sisi pendapatan negara, sistem
politik, dan sosial kemasyarakatan, 2)
kemiskinan, pengangguran,  dan
ketimpéngan adalah masalah terbesar
dalam upaya mengejar kete:tinggalan;

3) industrialisasi, pertanian, dan

infrmalisasi  ekonomi  merupakan

masalah yang menyangkut skill tenaga
kerja kurang memadai, masalah di

sektor  pertanian, dan masalah

urbanisasi  sebagai implikasi dani
industrialisasi yang bermuara pada
informalisasi perekonomian, 4)
korupsi, kebocoran, dan inefisiensi
yang telah menggurita dalam tubuh
pemeriniahan, parlemen, sistem
peradilan  maupun  di  masyarakat
melshirkan ekonomi biaya tinggi, 5)
Utang luar negeri adalah beban bagi
negara dan ketergantungan terhadap
negara maju, 6) ifhgkungan (ckologi)
yang menimbulizan pencemaran
lingkungan, global warning telah
mengakibatkan eksternalitas negatif
yang membahayakan kelangsungan
mahkluk hidup termasuk manusia, 7)
birokrasi, yang buruk dan penuh
dengan nuansa korupsi, kolusi dan
nepotisme, merupz;kan tuntutan publik
yang harus dibenahi (Damanhuri,
2010:8-9).

- Ketujuh masalah besar tersebut
meméakan problema ;fang dihadapi

Indenesia daiam pembangunan bangsa
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sekarang dan musa yang akan datang.
Jika dilihat dari karakter masalahrya,
maka kajian ekonome-potlitik menjadi
bagian penting dalam menemuian
solusi yang tepat dalam mengaias:
persoalar.  Berdasarkan pendekatan
ekonomi politik sisi preduksi menjadi
point penting dalam melihat komponen
pertumbuhan  ekonomi. Berdasackan
kajian Pande Raja Silaiahi (Analisis
CSIS, 2009), sisi produksi PDB
Indonesia meunjukkan adanya tren

penurunan mulai dari kuartal pertama

hingga kuartal kedua tahun 20069
dibandingkan dengan periode yang
sama tahun sebelumnya. Fakianya
krisiz keungan global masih
memberikan  pengaruh  yang  burux
tethadap beberapa  sektor,  seperu
perdagangan. hotel, dan restoral,
manufaktur, dan pertanian. Sementara
itu sektor lainnya terlihat sukses dalam
memperlihatkan kinerja pertumbuhan
yang stabil. Bahkan, perrtumbuhan
positif terjadi pada sektor iistk, gas,

dan air. (lthat Tabel. 5).

Tabel 5. Komponen Pertumbuhan Ekonomi: Sisi Produksi (y-o-y) (dalam persena)

Pertanian 6|43 [474] 202
3 8 4 17 81442
Pertambangan dan Penggalian = 0o @ 242 2 ) 202
1. | 0. 1 1 21412

7 5
Manufaktur + O T B A OO R
3 2.1 3 SRR I N
Listrik, Gas dan Air 12111109 | LLj15)15
Al 81413141415
Konstruksu 8 )] stel 66
u 0 1 617 3 415
Perdagangan, Hotel, dan Restoran 6: 1% 815 kol - |]L
9 1 416 61016

1

Transfortasi dan Komunikasi 18 1715115161716
3L 3150181 FL515
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Keuangaa. Bisnis dan Persewaan

8B TET 216 1515

’ 3lzi6lalshsilie
Jasa s5le 17061617186 |

sl7l2l@]8l2ls

PDB 6.16.16 |5 141414

clalai2]alol2

Sumber: Baunk Indonesia, dalam Analisis CSIS, 2009.

Data di atas juga menunjukkan
bahwa  sektor transportasi  dan
komunikasi, merupakan sekior yang
memperlihatkan  sektor yang stabil
selama tahun 2008-2009 dan sektot ini
juga menunjukkan  pertumbuhan
tertinggi sebesgr 16,5 persen pada
kuartal ketiga tahun 2009 berdasarkan
perubahan secara tahunan. Akan tetapi,
secara umum pertumbuhan ekonomi
atau PDB dari sisi produksi di
Indonesia  berhasil  menunjukkan
pertumbuhan yang cukup stabil dan
positif pada kuartal ketiga tahun 2009.

Pertumbuhan  ekonomi yang
cukup stabil adalah fakta yang
endukung kestabilan politik. Namun
kenyataannya kestabilan p.olitik dan
ekonomi tidak signifikatan terhadap

~ peningkatan kesejahteraan masyarakat

secara merata. Ada masalah distribusi
pendapatan yang bermuara kepada
ketimpangan dan  keterbelakangan.
Oleh sebab itu ranah politik menjadi
] penting dikaitkan agar dinamika poliuk
; dapat divker sebagai salah satu
- parameter peningkatan kesejabteraan.
Dipandang dari kerangka atau
sistem politik, kedudukan politisi
dalam lembaga legislatif berada dalam
elemen struktur  kepartaian. . Dalam
sistem banyak partai, dan yang
pembentukannva dilakukan dengan
tergesa-gesa, kinerja sistem politik sulit
diharapkan akan dapat didorong
dengan kuat melalui kualitas politisi
yang duduk dalam lembaga legislatif.
Secara kelembagaan, elite politik saat
ini umumnya tidak mempunyai ruang

bebas yang memadai vntuk
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mengekspresikan energi kreativitas dan
idealisme  untuk  diarahkan  pada
pskemajuan masyarakat. Dalam bany:zk
kasus kepentingan partai politik olent
para politisi masih lebih menonjol
dibanding kgi)szy.l.ingan masyaraKat
banyak. Sebut saja misalnya dana
aspirasi, rumah aspirasi, dan yang
terkahir uwsulan DPR  RI umiek

membangun gedung baru deagan biaya

1.6 Triliun minah memberikan sirmbol
bahwa politisi yang duduk mewarili
rakvat melalui pesta demokrasi temyata
selalu  memperjuangkan  Repeutingaa
pribadi  dan  partainya, schiugga
harapan rakyat terhadap perubahan
nasib tentang peningkatan pendapatan
dan peninghatan kescjahteraan raasih

menjadi impian.

Tabel 6. Sistem dan Dinamika Folitik Meaurut Arah dan Dinamika Pembentuknya

AMundgr/terbelakal Sistern Politk . B

Banyak partai dan tidak Struktur kepartaian Multi partai sederhanz dan

sfekuif oy efekuf

Askriptif-primordial Budaya polbitik Orientasi prestasi -rasional

yangterbelakang yang progresif N

Paternalistik-feodalistik- Pola kepemimpinan Demokratik-kharismatik-

romantik ' o rasiopal

Timpang/polaristik- Struktur sosial-budaya Egaliter/stratifikatif-

sentralistik  desentralistik

Ekslusif (efit centris) dan Pembentukan kebijakan Tnklusif (people oriented)

bad accountabiliry publik dan perundang- dan good accountability
undangan o

Sumber: Analisis CSIS, 2009.

Tabel di atas menggambarkan
tentang dinamika politik. Dinamika
politik Indonesia masih berada di

tengah badai krisis multidimensi dan

ekonomi, baik pada tingkat global
maupun domestik. Secara teoritis,
dalam tataran empirik perubahan tidak

selamanya betlangsung liner (kearah
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yang progresif) atau searah dengan
keinginan.  Dibandingkan  dengan
Pemilu 1999 dan 2005, banyak pakar
menilai bahwa penyelenggaraan
Pemilu legislatif saat ini bersifas
regresif. Dengan kata lain Pemilu kali
ini (2009) leb.ih buruk dibandingkan
dua penyelenggaraan Pemilu
sebelumnya (1999-2005). Tampaknya
indikasi  proses  tersebut  belum
menunjukkan ke arah progresif.
Dampaff terhadap kajian
ekonomi politik dapat dilihat dan
berbagai produk kebijakan publik yang
justru tidak memihak kesejahateraan
rakyat. Undang-undang penanaman
modal, Undang-undang sumber daya
air dan ‘kebijakan investasi terhadap
sumber daya alam semakin jauh
terhadap azas keadilan yang diinginkan
dalam UUD 1945 Pasal 33. Pada masa
Socharto, perekonomian Indonesia
sebagaimana diatur dalam UUD 1945

Pasal 33 yang menganut sistem dengan

landasan prinsip Xebersamaen dan
kekeluargaan atau koperasi. tetap
dengan ideologi Pancasila. Ifada era ini,
kekuasaan  negara  atas  sumber
kekayaan alam diwujudkan dalam
bentuk pendirian badan ussha milik
negara (Asshiddigie, 2010:221).
Namun  dalam  perkembangnnya,
kebiiakan privatisasi BUMN telah
menggeser kepemilikan negara
terhadap aset yang diserahkan kepada
kekuatan ekonomi pasar. ini adalah ciri
ekonomi liberal yang mulai menggeser
peran negara dalam -sektor ekonomi
publik. Jika kebijakan liberal makin
mendominasi, maka konsekuensinya
badai ketimpaﬁgan akan semakin keras
menimpa rakyat yang samakin hari
makin dirundung kesulitas ekonomi.
Fakta memang menunjukkan kekuatan
fondasi ekonomi, akan tetapi persoalan
kesenjangan dan kemiskinan masih
menjadi momok dan si‘ap menerpa

rakyat yang makin sulit dalam

Jurna! PPKn & Hukum

Vol.5, No.2 Oktober 2010

Alfitri, Ekonomi Poiitik

menjalani  kehidupan  sehari-hari.
Fenomena negara derkembang sernakin
jelas terlihat pada konteks

permasalahan lokal.

G. Pertarungan di Tingkat Lokal
Salah satu tujuan desentralisast

adalah terciptanya political equality di
tingkat lokal {Smith dalam Prasojo,
2010:145). Political equality dalam
desentralisasi merupakan Kontribusi
dari penguatan demckrasi lokal di
mana masyarakat memiliki kesempatan
yang lebih besar untuk memberikan
suaranya dalam  pemilihan  dan
pengambilan keputusan, membentuk
asosiasi polidk, dan menggunakan hak
kebebaszn  berbicara.  Kesempatan
berpartisipasi yang lebih besar bagi
masyarakat .mempakan konsekuensi
logis  dari perpindahan lokus
pengarnbilan keputusan dari
pemeﬁntah nasional ke pemerintah

fokal.

Relast anzara -!1’3‘53(:1 dan
masyarakat alam Konteks political
equaliry penyelenggaraan pemerintah
duerah merupakan refleksi daye tawar
masyaraKat erhadap berbagai
keputusan yang diambil oleh lembaga
formal  pemenatahan.  Masyarakat
adalah pemiik kedaulatan sekaligus
pemilik otonomi sehingga keputusan
yang dibust oleh pemeriniah dacran
harus memberjkam.&esempawn kepada
masyarakat  uniwk  terlibat  dan
memberkan searanya. Oleh karenz itu
menurut Prasojo (2010:147),
desentralisasi  iidak  dimaksudkan
memberikan otonomi epada
pemerintah daerah, tetapi lebik dan itu
harus  memperkuat  peran  dan
kedudukan warga masyarakar dalam
proses peng&mbi[aﬁ kepurusan - di
tingkat lokal.

Kondisi politik lokal yang
sangat heterogen, kesadaran dan

pengetahuan politik masyarakat yang
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rendah  serta  buruknya  sistem

pencatatan kependudukan dun
penyelenggaraan pemilihan (elecicral

governance) seringkali menyebakan

kegagalan tujuan pilkada langsung.

Implikasi dari  kegagalan  tersebut
tercermin dad data lapangan terhadap

produk kebijaken lokal yang justiu

tidak menguntukan masyarakat.

Tabe! 7. Luas Tanaman Karet & Kelapa Sawit di Sumatera Selatan

Sumber: Dinas Perkebunan Sumsel, Jelajah Musi, Kompas, 2008.

Tabel 7. di atas mengisyaratkan
kesenjangan kepemilikan lahan antara
perkebunan besar dengan rakyat. Luas
lahan dan produksi dua komoditi
unggulan di Sumatera Selatan sangat
berpihak kepada

perkebunan besar.

perusahaan

Insvestasi

perkei)ﬁnan besar melalui perusahaan
nasional dan multinasional di daerah
ini telah menimbulkan persoalan
ekonomi, politik, sosial, budaya.

Hal yang paling menonjol
adalah penguasaan lahan‘perkebunan

sawit oleh korporasi telah menggeser

. Jumal PPKn & Hukum

e
/ A 4l
Ogan Komering Ulu 41.099
QOgan Komering Ilir 75.292 | 112.407 | 244857
Muara Enim 25250 | 107.943 | 57.559
“Lahat i 15.188 | 107.363 | 32.043
Musi Rawas 1.357 | 232.425 30457 | 226901 | 78.934
®*Musi Banyuasin 4758 | 154.236 68.674 | 252.579 | 164.247
Banyuasin : 1 196351 83481 49311 | 155.025 | 123.886
OKU Selat ¥ 1] 3.072 0 0 0
OKU Timur 0] 60.586 6.031 | 29318 | 13.263
Ogan Hir 9520 ] 20573 7.125 | 22.100] 16.150
Palembang 0 0 0 0 0
Prabumulih o] 18376 1.120 ol 3672
| Pagar Alam 0] 1210 0 0 0
Lubuk Linggau 0] 10426 50 3] 11
Empat Lawang 0 3.705 0 0 0
Jumlah 1.032.748 853.786 901.635 1.825.360 |
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kepemilikan lahan petani menjad:
buruh tani. Bahkan dalam berbaga
kasus  penggusuran  lahan  telah
bermuara kepada konflik laten antara
perusahaan dengan rakyat. Ircmisnya
konflik juga tegjadi secara vertikal
antara rakyat dan aparat keamanan
yang menjadi alat pengamanan
perusahaan perkebunan. Kasus petani
desa Rengas di Kecamatan Payaraman
Kabupaten Ogan Ilir merupakan
masalah serius dalam analisis ekonomi
politik di tingkat lokal. Kekuatan
pemerintah telah memberangus hak
petani atas tanah melalui kekuatan
politik dan keamanan yang
mengakibatkan hilangnya alat produksi
rakyat. Secara ekonomi  justru
melahirkan  kesenjangan  permanen
yang menurhinkan daya beli
masyarakat. Dari sisi budaya dan
gender, penguasaan lahan  oleh
perusahaan  telah

menghancurkan

tatanan budaya melalui hilangnya nilai

kearifan lokal yang selama iai menjadi
stinbol  keseimbangan  masyarakat
lokal. Secara pelitik, kusus tanah selaiv
menjacdi bargaining politik bagt para
elit politk vang ingin maju dalam
Piikada Bupati dan Pemitlu legisiaud
yang reng atasnamakan Kepentingan
rakyat.

Fenomena lain yang menarik
adalah kebijakan lokal yang memben
peluang bagi hadirnya bisnis refail
sampai pada tingkai kota dan pedesaan.
Menjaniarnya bisnis  retail  seperti
Indomaret, Cirle K. telah menggeser
<ckuatan ekonomi tradisional yang
selama iai menjadi penopang dan
penyangga penggangguran.
Terpusatnya keuntmungan bisnis retail
telah memati.kan daya beli masyarakat
dan turut me]nmpékzm kekuatan
ekonomi rakyat. prinsip keadilan
ekonomi lokal semakin hari telah
digeser ke arah jarum persaingan

perdangan global yang menjadi cin
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